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b

Mengingat: 1

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, altar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harui
digunakan dalam tahun arlggaran berjalan, maka perlu
dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2}lg.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a
perubahan APBK tahun anggaran 2ol9 peilu ditetapkan
dengan Qanun.

Undang-Undang Darurat Nomor T Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198s tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaima,a telah diubah dengan undang-undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Tggg Nomor zs, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rr2,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3893;
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualgan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undaag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahal Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentalg Pemeriksaan
Pengelolaal dan Ta:rggungjawab Keualgan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencarraan Pembangrnan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembararr Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta-hun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

12. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahr:n 2014 tentang Desa (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahalr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara_n Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Peruba_han Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dal Wakil Kepala
Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Ta_hun 2000
Nomor 21O, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

76. Peraturan Pemeintah ....
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1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Repubtk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O13 tentang perubahal Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta_hun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuarrgan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta_hun 2073 Nomor lT l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana
Perimbangan (Lembatarr Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan t embararr Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Ta_hun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimala telah diubah
dengan Peratura-n Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerinta_h Nomor 56 Tahun
20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daera_h (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1.O Nomor 110,
Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5 155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahal Lemba,ral
Negara Republik indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman PenJrusunan dan penerapal Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 150, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

2 1. Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaral Negara Republik Indonesia Ta_hun 2O06 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

22. Peraturen Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporal Keterangan Pertarggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahal Daerah kepada Masyarakat
(Lembar.al Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O10 tentang
Pedoman Penyrrsunan Peraturan Dewal Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembara,n Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5104);

24, Peraturan Pemertinlah ....
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24.Peratluran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLl tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2OI9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 41
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6327);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2077 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah;

tentang

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun
2Ol8 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2Ol9 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol8 Nomor 2251;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OlI tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OlL Nomor 310);

33. Perafiiran Menteri ...
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utaraTahun Anggaran 2olg semula berjumlah
Rp. 2.606.O76.410.145,00 bertambah sejumlah
Rp. 100.809.468.623,00 sehingga menjadi
Rp. 2.7 06. 885. 878. 768,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan Rp. 2.706.885.878.768,OO

2. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jum1ah belanja setelah Perubahan

Rp. 2.652.438.654.098,00

Rp. 2.746.218.132.113
Surplus/(Defisit) SetelahPerubahan Rp. (39.352.253.345,00)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan

1) Semula Rp.
2) B ertxnbah / (berkuran g)
Jumlah penerimaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

46.362.243.953,00

48.832.253.345,00

0,00

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp
Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran setelah perubahan Rp

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 1

terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 44.T52.449.881,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 59.294.055.391.00
Jumlatr pendapatan asli
daerah setelah perubahan Rp. 304.917.348.222,00

Rp. 2.606.O76.4t0.145,00
Rp. 100.809.468.623.00

Rp. 2.4 .009.392.00)

Rp.

Rp.
Rp 9. .000.000.00

9.500.000.000,00

39.332.253.345,00

0,00

b. Dana Perimbangan..
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b. Dana Perimbangan
1) Semula
2l Bertambah / (berkuran g)
Jumlah Dana Perimbangan

Rp. 1 .489.486.546.000,00

setelah perubahan Rp. 1.512.028.434.107,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula Rp. 87L.857.4L4.264,OO
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 18.102.682.725 ,oo
Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 889.940.096.389,00

4. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. P4fak Daerah

1) Semula Rp. 26.OLS.4S2.T2|,OO
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan

b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)

Ro. 22.541.888.107.00

36.198

Rp. 62.213.955.834,00

Rp. 3.642.355.200,00
Rp. 50.828.033.00

Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp. 3.693.183.233,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 20.015.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (,603.665.162,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dpisahkan setelah perubahan Rp. 19.411.334.838,00

d. Zakat
1) Semula Rp. L2.OO9.Z4Z.96O,OO
2 ) Bertambah / (berkurang) Rp 7.L43.907.407 ,00
hrnlahZakatsetelahperubahan Rp. 13. 153.655.367,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 183.069.894.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 23.375.325.000.00
Jumlah l^ain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
setelah perubahan Rp. 206.445.219.000,00

2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Transfer Umum
1) Semula Rp. 1.014.450.103.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 22. 1.888.107,00
Jumlah Dana Transfer
Umum setelah perubahan Rp. 1.036.99 1.991. 107,00

b. Dana Transfer Khusus
1) Semula
2) Bertarrbah / (berkurang)
Jumlah Dana Transfer Khusus
setelah Perubahan

Rp. 475.036.443.000,00

Rp. 475.036.443.000,00

3). Lain-lain Pendapatan .......
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3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang
dimaksud pada ayat (1) huruf c
pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula RP.

Rp.

Sah sebagaimana
terdiri dari jenis

67.71 1.560.000,OO
0.002l Bertanbah I (berkurang) Rp.

Jumla-hPendapatanHibah Rp. 67.711.560.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dal
Pemerintah Daerah LainnYa
Setelah Perubahan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurarlg)
Jumlah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan

2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahart

2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan

b. Belanj a Subsidi
1) Semula

52.546.644.r59,OO
t7.9a2.682.125.OORp.

c. Dalra Penyesuaial dan Otonomi Khusus
Rp.

Rp. 70.529.326.284,00

Rp.
751.579.210. 105,00

0.00

Rp. 751.579.210.105,00

d. Bantuan Keualgan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
1) Semula
2\ Bertar:,tah I (berkurang)
Jurnlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Femerintah Daerah
t ainrryra Setelah Ferubahan

Rp. 1.669.778.557.121,00
6.277.24]..O30,OO

7.675.449.79a.151,00

983.260.096.977,OO
87.508.236.985,OO

Rp 0,00
120.O00.000,00Rp

Rp 120.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
terdiri dari:
a. Belanj a Tidak Langsung

1) Semula
2) Bertambah/(berkurarrg) Rp.
Jumlah BelanjaTidak
Langsung Setelah pembahan RP.

b. Belanj a Langsung
1) Semula RP.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belaaja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula RP. 877.938.555.944,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah Belanja Subsidi
setelah perutrahan

Rp.

Rp. 1.070.768.333.962,OO

Rp. {s 794.835.316,OO)

Rp. 872.143.72O.62a,OO

Rp. 3.000.000.000,00
0.o0

3.000.000.000,00Rp.

c. Belanja Hibah ....
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c Belanja Hibah
1) Semula
2) Berlambah l(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan

Rp. L7 .662.400.000,00
00

Rp. 23.820.100.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp L4.789.101.553,00
2) Bertambah /(berkurang) Ro. 3. L.849.913.00
Jumlah Belanja Bantuan
Sosialsetelahperubahan Rp. 18.510.951.466,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 5.103.744.324,00
2) Bertambah /(berkurang) RB L.522.7L4.424,OO
Jumlah Belarda Bagi Flasl kepada Prwinsi
/Kabupafen/Kota dan Femerintah
Desasetehhpa'ubahan Rp 6.625.858.748,OO

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1) Semula Rp. 747.399.417.300,00
2) Bertambah/(berkurang) Ro. L.874.943.009.00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
kepada Prwinsi/IGbupata-r I Kota
dan Femerintahan Desadan Partai
Politiksetelahperubatran Rp.

g. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp.

749.274.360.309,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.
3.285.938.000,00

(1.2rt.131.000,00)
Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah perubahan Rp. 2.074.807.000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 100.052.997.095,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (188.999.500.00)
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp. 99.863.997.595,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 463.156.697 .I59 ,t9

57 .79L.479.430,942) Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubalran Rp. 527.128.L76.59O,13

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 420.050.402.722,81
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 29.725.757 .054,06
Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan Rp. 449.776.759.776,87

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 46.362.243.953,00
2) Bertambah I (berkurang) Rp 2.470.OO9.392,OO
Jumlah Penerimaan
setelah perubahan 48.832.253.345,00

b. Pengeluaran....

Rp.
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b. Pengeluaran
1) Semula 0,00

9.500.000.000,002) Bertambah / (berkurang)
Rp.
Rp.

Jumlah Pengeluaran setelah
perubahan Rp. 9.500.000.000,00

(2) Penerimaarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA)
1) Semula Rp. 46.362.243.953,00
2) Bertambah I (berkurang) Rp. 2.470.009.392,00

Jumlah Sisa l.ebih Perhitungan
Anggaran Tahun sebelumnya/
(SiLPA) setelah perubahan Rp. 48.832.253.345,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembayaran Utang Pihak ke tiga

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 9,500.000.000,m

Jumlah Pembayaran Pihak
Ketiga setelah perubahan Rp. 9.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut

Urusan Pemerintahan Daeratr dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran IX Daftar penyertaan moda-l (investasi) daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

11. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lain-lain;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

Pasal 6....
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Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan datam rancangan perubahan APBK,
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi a-nggaran.
Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun
berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/ atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utara Tahun
Anggaran 2Ol9 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap .....
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Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada talggal 10 Septem ber 2019 M

1O Muharram 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Septem ber 20 19 M

10 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerinta-hkan pengundangart

Qanun ini dengal penempatannya dalam Lembaral Daerah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOM-OR^ ?
NOneC qeNUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH : (4/95l2OL9l


